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MOTO 
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Penerapan asas legalitas dalam pemberantasan korupsi memberikan landasan 

hukum dan kepastian terhadap tindak pidana yang dilakukan oleh pelakunya, oleh 

karena itu pemberantasan korupsi itu sendiri memerlukan upaya-upaya yang 

meliputi pencegahan dan penerapan praduga sesuai dengan undang-undang yang 

ada, serta ketentuan hukum yang jelas beserta sanksinya. Dalam penanganan 

perkara tindak pidana korupsi berdasarkan Undang-undang Nomor 3 Tahun 1971 

tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang sudah berkekuatan hukum 

tetap, namun penyelesaian uang pengganti yang harus dibayar oleh terpidana atau 

eks terpidana belum terselesaikan, hal ini disebabkan karena penyelesaian uang 

pengganti pada undang-undang tersebut tidak mengatur sanksi bagi terpidana atau 

eks terpidana yang tidak membayar uang pengganti dan tidak bersifat subsidair atau 

pengganti, oleh karena itu dikeluarkan Peraturan Kejaksaan Nomor 19 Tahun 2020 

tentang Penyelesaian Uang Pengganti yang diputus pengadilan berdasarkan 

Undang-undang Nomor 3 Tahun 1971 tentang Pemberantasan Tindak Pidana 

Korupsi. Dalam hal ini Undang-undang Nomor 3 Tahun 1971 tentang 

Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi tidak mengatur mekanisme terkait 

pembayaran uang pengganti, yang kemudian melalui Peraturan Kejaksaan Nomor 

19 Tahun 2020 tentang Penyelesaian Uang Pengganti yang diputus pengadilan 

berdasarkan Undang-undang Nomor 3 Tahun 1971 tentang Pemberantasan Tindak 

Pidana Korupsi, kejaksaan diberikan kewenangan untuk menangani masalah 

penyelesaian pembayaran tunggakan uang pengganti terhadap terpidana atau eks 

terpidana yang diputus berdasarkan Undang-undang Nomor 3 Tahun 1971 tentang 

Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Jika mengacu pada Pasal 1 ayat (2) KUHP, 

terdakwa akan diterapkan ketentuan yang paling menguntungkannya apabila ada 

perubahan dalam perundang-undangan sesudah perbuatan dilakukan. Dengan 

demikian, jelas bahwa penerapan Pasal 1 ayat (2) KUHP harus memperhatikan 

keadaan-keadaan faktual yang ada khususnya dalam pembayaran tunggakan uang 

pengganti akibat tindak pidana korupsi untuk mengembalikan kerugian keuangan 

negara.  

Tujuan penelitian ini untuk menganalisis dan memahami terkait pembayaran uang 

pengganti yang diatur dalam Peraturan Kejaksaan Nomor 19 Tahun 2020 tentang 

Penyelesaian Uang Pengganti yang diputus pengadilan berdasarkan Undang-
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undang Nomor 3 Tahun 1971 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dalam 

perspektif asas legalitas. 

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis penelitian 

hukum normatif. Tipe penelitian yang digunakan adalah deskriptif. Sifat penelitian 

menggunakan preskriptif. Dengan pendekatan perundang-undangan (statue 

approach). Menggunakan bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan 

hukum tersier. 

Hasil penelitian menunjukan bahwa: Pertama, Peraturan Kejaksaan Nomor 19 

Tahun 2020 tentang Penyelesaian Uang Pengganti Yang Diputus Pengadilan 

Berdasarkan Undang-undang Nomor 3 Tahun 1971 tentang Pemberantasan Tindak 

Pidana Korupsi telah memenuhi kriteria asas legalitas sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 1 ayat (2) KUHP karena tidak menetapkan tindak pidana atau sanksi 

baru dan hanya mengatur pelaksanaan teknis dari putusan pengadilan yang sudah 

berkekuatan hukum tetap dalam hal ini menggunakan Undang-undang Nomor 3 

Tahun 1971 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan tidak berlaku surut 

dalam hal pemberlakuan pidana. Undang-undang Nomor 3 Tahun 1971 Tentang 

Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi hanya memuat satu pasal yang mengatur 

mengenai uang pengganti tanpa adanya aturan terkait mekanisme dalam 

pelaksanaan pidana tambahan berupa pembayaran uang pengganti. Berbeda halnya 

dengan Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-undang Nomor 20 

Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang sudah mengatur 

terkait mekanisme pidana tambahan berupa pembayaran uang pengganti. Oleh 

karena itu, Peraturan Kejaksaan Nomor 19 Tahun 2020 tidak diterapkan dalam 

perkara korupsi yang menggunakan dasar hukum Undang-undang Nomor 31 Tahun 

1999 jo. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak 

Pidana Korupsi, karena norma pelaksanaannya telah diatur dalam undang-

undangnya sendiri. Kedua, Implementasi Peraturan Kejaksaan Nomor 19 Tahun 

2020 tentang Penyelesaian Uang Pengganti sangat penting dalam memastikan 

pelaksanaan putusan pengadilan berjalan efektif, khususnya dalam hal 

pengembalian uang pengganti pada perkara korupsi yang masih berlandaskan 

Undang-undang Nomor 3 Tahun 1971 tentang Pemberantasan Tindak Pidana 
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Korupsi. Walaupun tantangan teknis dan yuridis tetap ada, namun keberadaan 

pedoman ini memberi arah dan kepastian bagi lembaga penegak hukum dalam 

menjalankan tugasnya secara maksimal. 
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ABSTRAK 

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan memahami terkait pembayaran 

uang pengganti yang diatur dalam Peraturan Kejaksaan Nomor 19 Tahun 2020 

tentang Penyelesaian Uang Pengganti yang diputus pengadilan berdasarkan 

Undang-undang Nomor 3 Tahun 1971 tentang Pemberantasan Tindak Pidana 

Korupsi dalam perspektif asas legalitas. 

Hasil penelitian menunjukan bahwa: Pertama, Peraturan Kejaksaan Nomor 19 

Tahun 2020 tentang Penyelesaian Uang Pengganti Yang Diputus Pengadilan 

Berdasarkan Undang-undang Nomor 3 Tahun 1971 tentang Pemberantasan Tindak 

Pidana Korupsi telah memenuhi kriteria asas legalitas sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 1 ayat (2) KUHP karena tidak menetapkan tindak pidana atau sanksi 

baru dan hanya mengatur pelaksanaan teknis dari putusan pengadilan yang sudah 

berkekuatan hukum tetap dalam hal ini menggunakan Undang-undang Nomor 3 

Tahun 1971 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan tidak berlaku surut 

dalam hal pemberlakuan pidana. Undang-undang Nomor 3 Tahun 1971 Tentang 

Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi hanya memuat satu pasal yang mengatur 

mengenai uang pengganti tanpa adanya aturan terkait mekanisme dalam 

pelaksanaan pidana tambahan berupa pembayaran uang pengganti. Berbeda halnya 

dengan Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-undang Nomor 20 

Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang sudah mengatur 

terkait mekanisme pidana tambahan berupa pembayaran uang pengganti. Oleh 

karena itu, Peraturan Kejaksaan Nomor 19 Tahun 2020 tidak diterapkan dalam 

perkara korupsi yang menggunakan dasar hukum Undang-undang Nomor 31 Tahun 

1999 jo. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak 

Pidana Korupsi, karena norma pelaksanaannya telah diatur dalam undang-

undangnya sendiri. Kedua, Implementasi Peraturan Kejaksaan Nomor 19 Tahun 

2020 tentang Penyelesaian Uang Pengganti sangat penting dalam memastikan 

pelaksanaan putusan pengadilan berjalan efektif, khususnya dalam hal 

pengembalian uang pengganti pada perkara korupsi yang masih berlandaskan 

Undang-undang Nomor 3 Tahun 1971 tentang Pemberantasan Tindak Pidana 

Korupsi. Walaupun tantangan teknis dan yuridis tetap ada, namun keberadaan 
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pedoman ini memberi arah dan kepastian bagi lembaga penegak hukum dalam 

menjalankan tugasnya secara maksimal. 

Kata Kunci: Kejaksaan, Uang Pengganti, Asas Legalitas.   
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